
 

  Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 
Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan 

 

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 

 

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 

dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Triwulan III Tahun 2026 

No Indikator Kinerja Utama Satuan 
Target 

Tahun 

2026 

Target 

Triwulanan 

2026 

Realisasi 

Triwulan III 
Capaian 

(%) 

I Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya 

Peningkatan Inklusi dan Literasi 

Keuangan 

   

 

  

1.1 

 

Indikator 1.1 Tingkat Literasi Keuangan 

Konvensional 
Persentase 68,22 68,22 69,57 101,98 

1.2 

 

Indikator 1.2 Tingkat Literasi Keuangan 

Syariah 

Persentase  47,73 

 

47,73 

 

43,07 

 

90,24 

 

II Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya 

Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan 

yang Berkualitas 

   

 

  

2.1 

 

Indikator 2.1 Persentase Efektivitas 

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian 

Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi 

Keuangan 

Persentase 85 72,5 72,5 100 

2.2 

 

Indikator 2.2 Persentase Efektivitas 

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian 

Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan 

Akselerasi  Produk Keuangan Syariah 

Persentase  85 72,5 

 

72,5 100 

III Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Layanan 

Sinkronisasi, Koordinasi, dan 

Pengendalian di Bidang Peningkatan 

Inklusi Keuangan yang Berkualitas 

     

3.1 

 

Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan 

Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian 

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi 

Keuangan 

Indeks 3 dari 4 3 dari 4 3,76* 100 



 

IV Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata 

Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi 

Keuangan yang Berkualitas 

     

4.1 Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Asisten Deputi 

Peningkatan Inklusi Keuangan 

Persentase 92 70 70 100 

Note: * berdasarkan hasil survei pada TW III (hasil survei Semester II dapat diketahui pada akhir TW IV) 

 

Kinerja Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana 

tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

1 Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan 

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan yang mampu 

mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu: 

1. Tingkat Literasi Keuangan Konvensional  

2. Tingkat Literasi Keuangan Syariah 

 

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

1.1 Tingkat Literasi 

Keuangan 

Konvensional 

 

Latar Belakang 
Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang 
memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan 
masyarakat. Literasi keuangan diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu (i) 
pengetahuan, (ii) keterampilan, (iii) keyakinan, (iv) sikap, dan (v) perilaku. 
 
Untuk mengukur tingkat literasi keuangan konvensional dilakukan Survei 
Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). 
 
Hasil Pengukuran Kinerja 
Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 68,22%, penetapan target tahun 2026 
didasarkan pada RPJMN 2025-2029. Dalam rangka pengukuran capaian 
Tingkat literasi keuangan konvensional akan diperoleh melalui Survei Nasional 
Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026 yang dilaksanakan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik 
(BPS). SNLIK akan diumumkan pada Semester II Tahun 2026, dengan 
ringkasan sebagai berikut: 

 

Indikator Kinerja 
Utama 

Satuan Target Realisasi % Kinerja 

IKU-1.1 
Tingkat Literasi 

Persent
ase 

68,22 69,57 101,98 



Keuangan 
Konvensional 

Note: *angka realisasi tahunan (Tingkat literasi keuangan diperoleh melalui 
SNLIK Tahun 2026) 
 

Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya dan konvergensi 

program yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga anggota DNKI, 

pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk menjangkau berbagai lapisan 

masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro dan 

Kecil (UMK), pekerja migran, perempuan, pemerlu pelayanan kesejahteraan 

sosial (PPKS), masyarakat di daerah 3T, pelajar/santri dan pemuda 

sebagaimana kelompok sasaran yang ditetapkan pada Perpres Nomor 114 

Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). 

Upaya dan program tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan yang turut 

melibatkan partisipasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), pemberdayaan 

hak properti masyarakat yang terintegrasi, intermediasi fungsi lembaga 

keuangan dengan branchless office dan digitalisasi keuangan, elektronifikasi 

program pemerintah bagi kelompok rentan dan pelaku UMK melalui program 

perlindungan sosial dan subsidi pemerintah, penguatan pelindungan konsumen 

sektor keuangan dan pelaksanaan market conduct, penyempurnaan regulasi, 

serta peningkatan infrastruktur dasar dan teknologi informasi yang mendukung 

literasi keuangan.  

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 

kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada 

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 

2026 sebagai berikut:  

1.1 Tingkat Literasi Keuangan Konvensional  

No Rencana Aksi TW III Status Keterangan 

1. Koordinasi awal 

peningkatan literasi 

keuangan konvensional 

bagi segmen prioritas 

Terlaksana Rencana aksi telah 
dilaksanakan di TW 
IIII (rincian 
terlampir) 

2. Sosialisasi dan Edukasi 
terkait literasi keuangan 
konvensional 

Terlaksana Rencana aksi telah 
dilaksanakan di TW 
IIII (rincian 
terlampir) 
 

 
Rincian pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III beserta hasil kegiatannya dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Koordinasi awal peningkatan literasi keuangan konvensional bagi segmen 

prioritas 
- Rapat pembahasan modul literasi keuangan pada tanggal 17 Juli 2026 



- Rapat Peningkatan Akses Keuangan bagi Klaster Usaha Produktif 
Anggota Koperasi pada tanggal 28 Juli 2026 

- Rapat Koordinasi Teknis Program PINTAR pada tanggal 5 Agustus 2026 
- Rakor Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Program 

Pembukaan Rekening untuk Masyarakat dan Program Pengurangan 
Beban Pengeluaran bagi Masyarakat Kelas Menengah pada tanggal 9 
September 2026 

- Rapat tindak lanjut arahan presiden melalui menko Terkait Program 
Pembukaan Rekening untuk Masyarakat pada tanggal 16 September 
2026. 

2. Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan konvensional 
- Field Visit to the ILO Supported Seaweed Ecosystem Site Waingapu and 

Kupang pada tanggal 8-10 Juli 2026 
- Undangan FGD Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan topik 

“Mendorong Ketangguhan Perempuan sebagai Agen Pertumbuhan 
Ekonomi” pada tanggal 6 Agustus 2026 

- Monitoring, Evaluasi, dan Kunjungan Lapangan Program PINTAR pada 
tanggal 19 Agustus 2026 

- Focus Group Discussion (FGD) “Peluang Kolaborasi Literasi Keuangan 
dan Ekonomi Hijau Ramah Iklim” di Banda Aceh pada tanggal 31 
Agustus 2026 

- Undangan Field Visit to Farmer Communities in Pilot Project Location 
di Ujung Baji Village, Takalar District, South Sulawes. 

  
Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan 

aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi 

penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dilakukan 

secara daring atau hybrid. 

 

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target  

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, meski target yang ditetapkan tercapai, masih 

terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang 

telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu 

Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara tingkat inklusi dan literasi keuangan 

dimana banyak masyarakat sudah memiliki produk keuangan misalnya rekening bank, 

tetapi belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengelola produk tersebut 

secara bijak. Begitupun dengan rendahnya literasi pada sektor non-bank. Literasi 

masyarakat masih didominasi oleh produk perbankan sehingga masyarakat gagal 

memanfaatkan produk non-bank untuk proteksi (asuransi) dan pengembangan aset (pasar 

modal), sehingga ketahanan finansial jangka panjang rumah tangga menjadi rapuh. Selain 

itu, terdapat kesenjangan yang cukup jelas juga antara inklusi keuangan di perkotaan 

dengan perdesaan. Masyarakat di perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih luas 

terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti perbankan dan pembiayaan, 

sementara masyarakat di perdesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan akses. 

Selanjutnya, lemahnya sinergi program antar kementerian/lembaga dan pemerintah 

daerah. 

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka 

disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan antara lain: diperlukan intensifikasi 

penyelenggaran edukasi, sosialisasi dan literasi keuangan bagi kelompok sasaran; inisiatif 



program yang secara spesifik menyasar kepada masyarakat desa dengan 

mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan lokal, serta penguatan DNKI menjadi 

DNKK. 

 

1.2 Tingkat Literasi 
Keuangan Syariah 
 

Latar Belakang 
Literasi keuangan syariah adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan 
yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan dan pengelolaan keuangan syariah untuk mencapai kesejahteraan 
keuangan masyarakat. 
 
Untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah dilakukan Survei Nasional 
Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). 
 
Hasil Pengukuran Kinerja 
Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 47,73%, penetapan target tahun 2026 

didasarkan pada RPJMN 2025-2029. Dalam rangka pengukuran capaian tingkat 

literasi keuangan syariah akan diperoleh melalui Survei Nasional Literasi dan 

Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). 

Pelaksanaan SNLIK baru dilakukan pada Semester II Tahun 2026, dengan 

ringkasan sebagai berikut: 

Indikator Kinerja 
Utama 

Satuan Target Realisasi % Kinerja 

IKU-1.2 
Tingkat Literasi 
Keuangan Syariah 

Persent
ase 

47,73 43,07 90,24 

Note: * angka realisasi tahunan (Tingkat literasi keuangan diperoleh melalui 
SNLIK Tahun 2026) 
 
Dalam rangka mendukung peningkatan literasi keuangan syariah, 

Kementerian/Lembaga anggota DNKI, pemerintah daerah, serta mitra 

pembangunan telah melaksanakan berbagai program yang menyasar berbagai 

lapisan masyarakat, khususnya pelajar/santri, perempuan, pelaku Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM), pekerja migran, masyarakat di daerah 3T, serta 

kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah sebagaimana 

kelompok sasaran yang ditetapkan pada Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang 

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Upaya tersebut dilakukan melalui 

edukasi dan sosialisasi keuangan syariah, pemberdayaan hak properti 

masyarakat, penguatan intermediasi dan saluran distribusi, perlindungan 

konsumen, penguatan regulasi, serta pengembangan infrastruktur dan teknologi 

informasi yang mendukung layanan keuangan syariah. 

Dengan demikian, berdasarkan realisasi tingkat literasi keuangan syariah tahun 

2026, berbagai program dan kebijakan telah dilaksanakan secara berkelanjutan 

sebagai upaya memperluas pemahaman dan akses masyarakat terhadap 

keuangan syariah. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi dan efektivitas 

program edukasi serta perluasan jangkauan kepada kelompok masyarakat yang 



tingkat literasi keuangan syariahnya masih relatif rendah guna mendukung 

pencapaian target peningkatan literasi keuangan syariah. 

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 

kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada 

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 

2026 sebagai berikut:  

1.2 Tingkat Literasi Keuangan Syariah 

No Rencana Aksi TW III Status Keterangan 

1. Koordinasi awal 

peningkatan literasi 

keuangan syariah bagi 

segmen prioritas 

Terlaksana Rencana aksi telah 

dilaksanakan di TW 

III (rincian terlampir) 

2.  Sosialisasi dan Edukasi 
terkait literasi keuangan 
syariah 

Terlaksana Rencana aksi telah 
dilaksanakan di TW 
III (rincian terlampir) 

 

Rincian pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III beserta hasil kegiatannya dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Koordinasi awal peningkatan literasi keuangan syariah bagi segmen 
prioritas 
- Undangan Rapat Internal Pembahasan  Kebijakan Pemastian 

Kesesuaian Produk  Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah 
Indonesia pada tanggal 27 Juli 2026. 

- Rapat Lanjutan Pembahasan Kebijakan Pemastian Kesesuaian Produk 
Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia pada tanggal 29 
Juli 2026. 

- Rapat Persiapan Pembahasan Lanjutan Bersama SIHATI terkait 
Kebijakan Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk 
ke Wilayah Indonesia pada tanggal 30 Juli 2026. 

- Rapat Pembahasan Kesiapan Pengawasan dan Penerapan Wajib 
Sertifikat Halal pada tanggal 3 Agustus 2026. 

- Breakfast Meeting untuk membahas terkait halal, bersama pejabat 
eselon 1 Kemenperin dan Kemendag di DoubleTree by Hilton Hotel 
Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2026. 

- Kick-off Meeting Penyusunan Blueprint Pengembangan Keuangan 
Syariah pada tanggal 12 Agustus 2026. 

- Rapat Pembahasan penguatan inklusi keuangan syariah melalui 
kepemilikan rekening, keuangan digital, dan data kependudukan pada 
tanggal 15 September 2026. 

2. Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan syariah 
- FGD Penguatan Inklusi Keuangan bagi Pengusaha Muda dan Wanita 

Muhammadiyah pada tanggal 2 Juli 2026. 
- Kunjungan dalam rangka monitoring perkembangan sertifikasi halal 

dan pemberdayaan ekonomi UKM Dekenat Bekasi pada tanggal 12 
Agustus 2026. 



- FGD dan Sosialisasi Inklusi Keuangan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan 
Ultra Mikro SABUK KAJ Dekenat Tangerang II pada tanggal 10 
September 2026 

- FGD dalam rangka Penyusunan Blueprint Pengembangan Keuangan 
Syariah pada tanggal 11 September 2026. 
 

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan 

aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi 

penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dilakukan 

secara daring atau hybrid. 

 

 

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target  

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang 

dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi 

dalam mencapai target tersebut, yaitu Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara 

tingkat inklusi dan literasi keuangan dimana banyak masyarakat sudah memiliki produk 

keuangan misalnya rekening bank, tetapi belum memiliki pengetahuan yang memadai 

untuk mengelola produk tersebut secara bijak. Begitupun dengan rendahnya literasi pada 

sektor non-bank. Literasi masyarakat masih didominasi oleh produk perbankan sehingga 

masyarakat gagal memanfaatkan produk non-bank untuk proteksi (asuransi) dan 

pengembangan aset (pasar modal), sehingga ketahanan finansial jangka panjang rumah 

tangga menjadi rapuh. Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup jelas juga antara 

inklusi keuangan di perkotaan dengan perdesaan. Masyarakat di perkotaan umumnya 

memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti 

perbankan dan pembiayaan, sementara masyarakat di perdesaan masih menghadapi 

berbagai keterbatasan akses. Selanjutnya, lemahnya sinergi program antar 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu juga Penurunan indeks literasi 

keuangan syariah menjadi 43,07% pada tahun 2026 utamanya dipicu oleh perubahan 

metodologi survei oleh BPS dan OJK yang memperluas cakupan sampel hingga tingkat 

provinsi. Fleksibilitas data baru ini mengungkap bahwa edukasi keuangan syariah belum 

merata ke seluruh lapisan masyarakat, yang diperparah oleh minimnya pemahaman 

terhadap istilah akad dan adanya stigma bahwa produk syariah lebih kaku serta kurang 

variatif dibandingkan dengan alternatif konvensional. 

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka 

disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan antara lain: diperlukan intensifikasi 

penyelenggaran edukasi, sosialisasi dan literasi keuangan bagi kelompok sasaran; inisiatif 

program yang secara spesifik menyasar kepada masyarakat desa dengan 

mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan lokal; serta penguatan DNKI menjadi 

DNKK. 

 

2 
Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang 
Berkualitas 

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas yang 

mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja 

yaitu: 

https://www.bps.go.id/
https://www.ojk.go.id/


1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan 

Inklusi Keuangan  

2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, 

dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah 

 

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

2.1 Persentase 
Efektivitas 
Sinkronisasi, 
Koordinasi, dan 
Pengendalian 
Kebijakan terkait 
Stranas Literasi dan 
Inklusi Keuangan 
 

Latar Belakang 
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan 
alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, 
koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi 
Keuangan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan 
efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui 
setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan 
Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi 
Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi 
Peningkatan Inklusi keuangan diantaranya rumusan peraturan perundang-
undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan 
kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain 
yang relevan). 
 
Untuk mengukur Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan 
Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan dilakukan 
melalui perhitungan realisasi tahapan pertama, yaitu nilai tahapan pertama = 
(jumlah dokumen yang dihasilkan/jumlah dokumen yang ditargetkan) * 40%. 
 
Hasil Pengukuran Kinerja 
Target Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian 

Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan sebesar 85%, 

penetapan target tahun 2026 tersebut didasarkan pada Perjanjian Kinerja 

Asisten Deputi Tahun 2026. Secara umum Persentase Efektivitas Sinkronisasi, 

Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi 

Keuangan hingga Triwulan III Tahun 2026, berjalan sesuai timeline yang 

ditetapkan. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian 

Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan telah terealisasi sebesar 

72,5% atau mencapai 85,29% dari target tahun 2026 serta 100% dari target 

Triwulan III 2026 sebesar 72,5% dengan ringkasan sebagai berikut: 

 

Indikator Kinerja 
Utama 

Satuan 
Target 
2026 

Realisasi 
TW III 

% Kinerja 

IKU-2.1 
Persentase 
Efektivitas 
Sinkronisasi, 
Koordinasi, dan 
Pengendalian 
Kebijakan terkait 
Stranas Literasi dan 
Inklusi Keuangan 

Persent
ase 

85 72,5 100 



 

Dalam rangka peningkatan inklusi dan literasi keuangan, sebagaimana amanat 

UU P2SK Pasal 226, dan menindaklanjuti arahan presiden bahwa literasi dan 

inklusi keuangan tidak hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap produk 

dan layanan keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pemanfaatannya 

untuk memenuhi kewajiban keuangan dan kebutuhan sehari-hari, memiliki 

ketahanan terhadap guncangan keuangan, mewujudkan tujuan keuangan, serta 

memiliki kepercayaan diri, rasa aman, dan kendali terhadap kondisi keuangannya 

agar dibetuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai 

penguatan kelembagaan DNKI. 

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 

kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada 

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 

2026 sebagai berikut:  

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian 

Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan  

No Rencana Aksi TW III Status Keterangan 

1. Identifikasi  
permasalahan  
terkait:  
- Peningkatan Akses 

Layanan Keuangan 
Formal dan Digital  

- Peningkatan Literasi 
Keuangan dan 
perlindungan 
konsumen,  

- Penguatan akses  
permodalan dan 
dukungan 
pengembangan 
untuk Usaha Mikro 
dan Kecil 

- Penyusunan regulasi 
terkait peningkatan 
inklusi dan literasi 
keuangan 

Terlaksana Rencana aksi telah 

dilaksanakan di TW 

III (rincian terlampir) 

 

Rincian pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III beserta hasil kegiatannya dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Rapat Lanjutan Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 1 Juli 2026. 
2. Rapat Lanjutan Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 6 Juli 2026. 
3. Rapat Lanjutan Pembahasan Perpres DNKK pada tanggal 15 Juli 2026. 



4. Rapat Persiapan Rapat Koordinasi Laporan Pelaksanaan SNKI Semester I 
2026 dari Pak Deputi ke Pak Menko pada tanggal 10 Agustus 2026. 

5. Rapat Penyusunan Naskah Urgensi DNKK dan Lanjutan dengan PCR ADB 
Manila pada tanggal 12 Agustus 2026. 

6. Rapat Penyusunan Naskah Urgensi DNKK dengan ADB pada tanggal 14 
September 2026. 

7. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan SNKI Semester I Tahun 2026 pada 
tanggal 17 September 2026. 

8. Rapat Teknis Penyusunan Kepmenko rekening masyarakat dengan ADB 
pada tanggal 18 September 2026. 

9. Rapat teknis lanjutan kepmenko pembukaan rekening masyarakat pada 
tanggal 22 September 2026. 

10. Rapat dengan adb terkait permenko pembukaan rekening masyarakat pada 
tanggal 29 Desember 2026. 

 
Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan 

aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi 

penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dilakukan 

secara daring atau hybrid. 

 

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target  

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang 

dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala 

yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu sebagaimana amanat Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 

(P2SK) bahwa untuk dibentuk komite nasional peningkatan literasi keuangan dan inklusi 

keuangan. Namun, berdasarkan arahan presiden agar dibentuk Dewan Nasional 

Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai penguatan kelembagaan DNKI. Hal ini 

dimaksudkan bahwa literasi dan inklusi keuangan tidak hanya diarahkan pada perluasan 

akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas 

pemanfaatannya untuk memenuhi kewajiban keuangan dan kebutuhan sehari-hari, 

memiliki ketahanan terhadap guncangan keuangan, mewujudkan tujuan keuangan, serta 

memiliki kepercayaan diri, rasa aman, dan kendali terhadap kondisi keuangannya. Hal ini 

berdampak pada proses penyusunan regulasi yang awalnya RPP Komnas LIK berubah  

menjadi DNKK. 

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka 

disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan antara lain: diperlukan intensifikasi 

penyelenggaran rapat koordinasi dan sosialisasi kepada para stakeholder terkait 

perubahan  regulasi yang awalnya RPP Komnas LIK berubah  menjadi DNKK. 

 

2.2 Persentase 
Efektivitas 
Sinkronisasi, 
Koordinasi, dan 
Pengendalian 
Kebijakan terkait 
Intensifikasi, 
Literasi, dan 

Latar Belakang 
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan 
alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, 
koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan 
Akselerasi Produk Keuangan Syariah. Proses sinkronisasi, koordinasi dan 
pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang 
dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi 
Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta 



Akselerasi Produk 
Keuangan Syariah 
 

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh 
Asisten Deputi Peningkatan Inklusi keuangan diantaranya rumusan peraturan 
perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, 
rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan 
dokumen lain yang relevan). 
 
 
Hasil Pengukuran Kinerja 
Target Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian 

Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah 

sebesar 85%, penetapan target tahun 2026 tersebut didasarkan pada Perjanjian 

Kinerja Asisten Deputi Tahun 2026. Secara umum Persentase Efektivitas 

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, 

Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah hingga Triwulan III Tahun 

2026, berjalan sesuai timeline yang ditetapkan. Persentase Efektivitas 

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, 

Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah telah terealisasi sebesar 

72,5% atau mencapai 85,29% dari target tahun 2026 serta 100% dari target 

Triwulan III 2026 sebesar 72,5% dengan ringkasan sebagi berikut: 

Indikator Kinerja 
Utama 

Satuan 
Target 
2026 

Realisasi 
TW III 

% Kinerja 

IKU-2.2 
Persentase 
Efektivitas 
Sinkronisasi, 
Koordinasi, dan 
Pengendalian 
Kebijakan terkait 
Intensifikasi, 
Literasi, dan 
Akselerasi Produk 
Keuangan Syariah 

Persent
ase 

85 72,5 100 

 

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, 

dan Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem 

keuangan syariah yang tangguh dan kompetitif. Pemerintah dalam hal ini 

Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI), dan regulator perlu 

memberikan arah kebijakan yang jelas dan kondusif. Lembaga keuangan 

syariah harus terus berinovasi, memperkuat tata kelola, serta menyediakan 

produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara 

itu, peran akademisi dan komunitas menjadi penting dalam menyebarkan literasi 

dan edukasi keuangan syariah secara lebih masif. 

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 

kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada 

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 

2026 sebagai berikut:  



2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian 

Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk 

Keuangan Syariah 

No Rencana Aksi TW III Status Keterangan 

1. Identifikasi  
permasalahan  
terkait:  
- Peningkatan Akses 

Layanan Keuangan 
Formal dan Digital  

- Peningkatan Literasi 
Keuangan dan 
perlindungan 
konsumen,  

- Penguatan akses  
permodalan dan 
dukungan 
pengembangan 
untuk Usaha Mikro 
dan Kecil 

- Penyusunan regulasi 
terkait peningkatan 
inklusi dan literasi 
keuangan 

Terlaksana Rencana aksi telah 

dilaksanakan di TW 

III (rincian terlampir) 

 

Rincian pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III beserta hasil kegiatannya dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Rapat Lanjutan Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 1 Juli 2026. 
2. Rapat Lanjutan Penyusunan Perpres DNKK pada tanggal 6 Juli 2026. 
3. Rapat Lanjutan Pembahasan Perpres DNKK pada tanggal 15 Juli 2026. 
4. Rapat Persiapan Rapat Koordinasi Laporan Pelaksanaan SNKI Semester 

I 2026 dari Pak Deputi ke Pak Menko pada tanggal 10 Agustus 2026. 
5. Rapat Penyusunan Naskah Urgensi DNKK dan Lanjutan dengan PCR 

ADB Manila pada tanggal 12 Agustus 2026. 
6. Rapat Penyusunan Naskah Urgensi DNKK dengan ADB pada tanggal 14 

September 2026. 
7. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan SNKI Semester I Tahun 2026 pada 

tanggal 17 September 2026. 
8. Rapat Teknis Penyusunan Kepmenko rekening masyarakat dengan ADB 

pada tanggal 18 September 2026. 
9. Rapat teknis lanjutan kepmenko pembukaan rekening masyarakat pada 

tanggal 22 September 2026. 
10. Rapat dengan adb terkait permenko pembukaan rekening masyarakat 

pada tanggal 29 Desember 2026. 
 

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan 

aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi 

penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dilakukan 

secara daring atau hybrid. 

 



Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target  

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang 

dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala 

yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu sebagaimana amanat Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 

(P2SK) bahwa untuk dibentuk komite nasional peningkatan literasi keuangan dan inklusi 

keuangan, termasuk keuangan syariah. Namun, berdasarkan arahan presiden agar 

dibentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai penguatan 

kelembagaan DNKI. Hal ini dimaksudkan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah tidak 

hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah, 

tetapi juga pada peningkatan kualitas pemanfaatannya untuk memenuhi kewajiban 

keuangan dan kebutuhan sehari-hari, memiliki ketahanan terhadap guncangan keuangan, 

mewujudkan tujuan keuangan, serta memiliki kepercayaan diri, rasa aman, dan kendali 

terhadap kondisi keuangannya. Hal ini berdampak pada proses penyusunan regulasi yang 

awalnya RPP Komnas LIK berubah  menjadi DNKK. 

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka 

disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan antara lain: diperlukan intensifikasi 

penyelenggaran rapat koordinasi dan sosialisasi kepada para stakeholder terkait 

perubahan  regulasi yang awalnya RPP Komnas LIK berubah menjadi DNKK. 

 

 

3 
Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan 

Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas 

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang 

Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks 

Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan. 

 

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

3 Indeks Kepuasan 
Layanan 
Sinkronisasi, 
Koordinasi dan 
Pengendalian 
Asisten Deputi 
Peningkatan Inklusi 
Keuangan 
 

Latar Belakang 

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Asisten 

Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan merupakan hasil pengukuran tingkat 

kepuasan pelayanan Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan dengan 

melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. 

Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan 

Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek 

tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri dari 24 item dan 

menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan 

dengan menggunakan Google Form. Adapun pengukuran Indeks Kepuasan 

Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan 

Inklusi Keuangan yang Berkualitas tahun 2026 dilakukan dengan survei 

kepuasan layanan yang dilakukan tiap semesternya. 



 

Hasil Pengukuran Kinerja 

Target kinerja pada tahun 2026 berupa skala sebesar 3 dari 4 (baik), penetapan 

target tahun 2026 didasarkan pada hasil survei yang telah dilakukan kepada para 

Kementerian/Lembaga/Mitra terkait. 

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, 

Koordinasi, dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan 

belum dapat diketahui realisasi kinerjanya karena penilaian dilakukan setiap 6 

bulan sekali dan baru dapat diketahui pada akhir Triwulan III dan triwulan IV. 

Namun jika dilihat dari pelaksanaan atas rencana aksi pada Triwulan III 2026,  

dapat dikatakan seluruh kegiatan dalam rencana aksi perjanjian kinerja telah  

terealisasi seluruhnya atau sebesar 100% dari target Triwulan III dengan 

ringkasan sebagai berikut: 

Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan Target Realisasi % Kinerja 

IKU-3.1 

Indeks Kepuasan 

Layanan 

Sinkronisasi, 

Koordinasi dan 

Pengendalian 

Asisten Deputi 

Peningkatan Inklusi 

Keuangan 

Indeks 3 dari 4 3,76* 100% 

 *) berdasarkan hasil survei pada TW III (hasil survei Semester II dapat 

diketahui pada akhir TW IV) 

 

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 

kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada 

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 

2026 sebagai berikut: 

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan 

Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan  

No Rencana Aksi TW III Status Keterangan 

1. Terpenuhinya seluruh 

layanan koordinasi, 

sinkronisasi, dan 

pengendalian kepada 

Terlaksana Telah dilakukan 

serangkaian 

persiapan dalam 

mendukung 



stakeholder demi 

terciptanya kebijakan 

yang berkualitas 

pelaksanaan Survei 

Kepuasan Layanan 

Sinkronisasi, 

Koordinasi dan 

Pengendalian yang 

akan dilaksanakan 

pada Triwulan III 

2026 

 
 

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan 

aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi 

penggunaan sumber daya diantaranya mengurangi penggunaan kertas dalam 

penyusunan laporan atau bahan paparan. 

 

 

4 
Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi 

Keuangan yang Berkualitas 

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang 

Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan. 

 

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

4 Terwujudnya Tata 
Kelola Asisten 
Deputi Peningkatan 
Inklusi Keuangan 
yang Berkualitas 
 

Latar Belakang 

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi 

Keuangan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan 

pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. 

Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi 

didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General 

dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Peningkatan 

Inklusi Keuangan. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus 

didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal 

tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian. 

 

Hasil Pengukuran Kinerja 

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%, penetapan target tahun 2026 

didasarkan pada seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik 

yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Asisten Deputi Peningkatan Inklusi 

Keuangan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah 

disusun. Adapun target Triwulan III 2026 adalah sebesar 70% dengan target 



capaian telah tersusunnya beberapa dokumen terkait perencanaan kinerja, 

pelaporan kinerja, dan implementasi Srikandi.  

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang telah terealisasi sebesar 

70% atau mencapai 76,08% dari target Tahun 2026 sebesar 92% target Tahun 

2026 sebesar 70% dengan ringkasan sebagai berikut: 

Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan Target Realisasi % Kinerja 

IKU-4.1 

Terwujudnya Tata 

Kelola Asisten 

Deputi Peningkatan 

Inklusi Keuangan 

yang Berkualitas 

Persentase 92 70 100% 

 

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses 

pencapaian pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi 

Peningkatan Inklusi Keuangan pada Triwulan III 2026 sudah sesuai dengan 

target yang telah  ditetapkan pada rencana aksi perjanjian kinerja. 

 

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2026 telah terealisasi sesuai 

dengan Kertas Kerja Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi 

Peningkatan Inklusi yang telah ditetapkan. Adapun telah dilakukan serangkaian 

kegiatan yang mendukung pencapaian Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan 

Inklusi Keuangan yang Berkualitas dengan hasil sebagai berikut: 

1. Telah terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, antara 
lain Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan Manual IKU level eselon 
II.  

2. Telah terselesaikannya penyusunan dokumen laporan kinerja triwulanan 
level eselon II melalui Ekon-Go.  

3. Telah dilakukan penyampaian data monitoring capaian Rincian Output 
Prioritas Nasional triwulanan. 

4. Telah dilakukan optimalisasi penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan. 
 

Sampai dengan akhir Triwulan III Indikator Kinerja Utama Persentase 

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan 

Inklusi Keuangan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diperkirakan 

dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada Triwulan III, 

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Asisten Deputi 

Peningkatan Inklusi diproyeksikan dapat tercapai di akhir triwulan IV 2026. 

 



Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 

kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada 

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 

2026 sebagai berikut: 

4.1 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi 

Keuangan yang Berkualitas  

No Rencana Aksi TW III Status Keterangan 

1. Penyusunan Laporan 

Kinerja Triwulan 

Terlaksana Telah dilakukan 

pengelolaan data 

kinerja melalui Ekon-

Go 

2. Penyusunan Renja 

2026 

terlaksana Telah dilakukan 

penyusunan Renja 

2026  

3. Monitoring capaian 

kinerja Rincian Output 

(RO) Prioritas Nasional 

setiap tahun 2026 

Terlaksana Telah dilakukan 

monitoring capaian 

kinerja secara 

berkala sesuai target 

yang telah ditetapkan 

4. Optimalisasi 

pemanfaatan 

SRIKANDI 

Terlaksana Telah dilakukan 

monitoring 

implementasi 

penggunaan Srikandi 

dalam persuratan di 

unit keasdepan 

 
Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan 

aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi 

penggunaan sumber daya diantaranya mengurangi penggunaan kertas dalam 

penyusunan laporan atau bahan paparan. 

 

Jakarta, 30 September 2026 

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan 
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